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ABSTRAK

Di era plobalisasi scharang ini kebutuhan masyarakat sermakin meningkat
terulama  dalam  sekter jasa, oleh karcna itu untuk memcnuhi kebunthan
masyarakat akan kebutuhannya tersebut maka lahirlah perusiabaan-perisihoen
yang bergerak dalam sektor jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan
masvarakat akan jasa dan sckaligus untuk mencari keuntungan bazi perusabaan
fersebut. Salah satu kepiatan wvang dilakukan oleh masyarakat untuk selalu
memenuhi kebutuhan akan jasa tersebut adalah denpan mendirikan perusahazn
jasa wisata untuk memberikan pelayanan kepada masyarakal yang membutuhkan
jasa untuk Lepergian seperti @ bepergian keluar negeri maupun didalam negert.
Melalui perusahaan-perusahaan yang bergemsk dalam sektor jasa tersebutlab
masyarakat pergl,

Perjenjian jasa wisata menurut pasal 1601 adalsh selain perjanjian-
perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, vang diatur oleh ketentuan-
ketentuan yang khosus untuk it dan oleh sarat-sarat yang diperjanjikan, dan jika
ita tidak ada. oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian denpan mana
pibiak yang satu mengikatkan dinonya untuk melkavukan pekerjaan bags pibak yvang
lainnya dengan menerima wpah, pedanjian  perburvhan  dan  pemboronga
pekerjaan.

Praktek perjanjian jasa wisata menimbulkan hak dan kewajiban bapi para
pihak untuk itu dalam penulisan ini penulis mengemukakan beberapa pemasalah
sebapai berikut : bagaimana pelaksanaan perjanjian jasa wisala pada PT. Tharsa
bagaimana hak dan kewajiban dalam peganjian jasa wisata pada PT. lkarsa dan
kendala-kendala yang akan terjadi dalam perjanjian jasa wisala tersebul.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam penelitian dilakukan dengan
jenis penelitian yang bersifat deskriptif yailu denpan pendekatan yuridis sostal
vaity pendekatan dad segi hukum dan prakteknya dan data-data yang digunakan
adalah data primer yanp diperoleh penelitian langseng dilapangan dengan
melakukan wawancara semi lerstruktur pada responden yang dijadikan respenden
adalah pejabat yang berwenang sedangkan data sekunder data yang diperoleh
melalui bahan-bahan perpustakaan hukom.

Irart hasil penelitian yang penulis lakukan, penuilis berkesimpuilan bahwa
pelaksanaan perjanjian diawali dengan adanya kescpakatan antara kedua belah
pihak vang selanjutnya diakhici karena beberapa hal atau scbab terteniu dan
berdasarkan waktu tertentu, Adapun yang menjadi kesimpulan adalah perjanjian
dilakukan para pihak dilakvkan dengan cam perjanjian dibawah tangan hal ini
dibenarkan oleh hukum, it terdapat dalam pasal 1338 Kiab Undanp-ondang
Hukum Perdata yanp menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat olel para pihak
dengan sendirinya akan mengikat pihak yang membuatnya. Pihak pengguna jasa
wisata menangpung semua resiko yang timbal akibat kelalaiannya. Penyelesaian
musyawarsh apabila tidak selesai akan diserahkan kepada pengadilan.
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PENDAHULU AN

A. Latar Belakang

Manusia, menurut naluri dan fitrabnya, diciptakan oleh Tuban Yang
Maha Fsa schapai makhluk sosial, hidup berkelompok dan bermasyarakal.
Manusia sejak di lahirken sampal meninggal dunia tidak terlepas dari pergaulan.,
berbubungan dan bekerjasams dengan manusia laimn. Kebersamaan hidup itu tidak
bersifat statis, letapi dinzmis yaitu dengan kemampuan akal dan pikirannya
mereka mengatur kehidupan bersama dan kebutuhan hidup bersama.

Dalam kelangsungan hidupnya manusia mempunyai berbagai macam
kebutuban yaitu rohani dan jasmani, salah satu kebutuhan rohani yaitu kegiatan
wisata seperti refresing, Untuk memudabkan aktivitas wisata tersebut manusia
membutuhkan arang lain, untuk mempermudah wisata maka di pakailab hiro
perjalanan wisata.

Pada dasarnya biro perjalanan wisata mempunyai arti yang  sangat
penting dalam perkembangan sosial ekonomi untuk meouju kemajuan ekonomi
ddan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Jasa yaitu perbuatan atau melakukan sesuatu dalam membantu sescorang
atay lehih, Perbuatan membantu seseorang itu melahirkan suata perjanjian dalam
bidang jasa yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari pihak yang
menverahkan jasa (tenaga yang di milikinya) dan penerima jasa membayar

dengan sejumlah uang yang telah ditetapkan.



Timbulnya hak dan kewsajiban itu karena ada peranjian sebelumnya.
Perianjian secars umum merupakan suatu perbuatan antara kedua belab pihak
untuk melakukan sesuatu berdasarkan kesepakalan bersama. Tika dilibat melaln
teori, perjanjian adalab suatu perbuatan di mana salah satu arang atau lebih
mengikatkan diel terhadap salab satu orang atau lehib. Perjanjian melahitkan hak
dan kewajiban bagi pibak-pibak yang membuat pecjanjian. Swatu perjanjian dibual
berdasarkan  kesepakatan tanpa adanya unsor paksoan,  unsur lipuan, dan
penyesatan. Untuk adanya kepastian hukum maka di buat suato Kontrak tertulis
antara kedua belah pibak.

Suatu perjanjian akan fahir jikalau terpenuhinya syarat-syarat sepert
yang dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukem Perdata, vaitu :
I, Sepakat mereka yang mengikatkan dirioya @

2. Keeakapan untuk meembuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentw ;
4. Suptu sebab yang halal

Jika kita berbicara mengenai pelavanan jasa wisala, setiap manusia lentu
menginginkan pelayanan yang terbaik sesual dengan perkembangan zaman
sckarang ini. Pelavanan jasa wisata juga mengalami perkembangan. Pihak-pihak
dari travel dan bire-biro peralanan wisata bersaing untuk menarik pelangpan.

Salah satu upaya dari biro perjalanan wisata untuk menyiasati hal
terschut adalah denpan memberikan pelayansn yang prima. Sescorang  yang

membutuhkan pelavanan jasa wisata tidak perlu lagi mepgurns segala sesuatunya.



Setiap perusahaan jasa wisata pada umumnya memhberikan fasilitas yang terbatk
dan pelayvanan yang prima untuk memanjakan pelanggannya.

Dewasa ini RBire Perjalanan Jasa Wisata telah bermunculan dimana-mana.
Hal ini seiring semakin besarnya tingkat kebutuhan masvarakpt akan keburuhan
sohani. sehingps tidak dapat lagi di pisabkan dar kehidupan manusia, Namun
dalam bisnis pengelolaan wisata tersebut, juga membuks kemungkinan timbulnya
mazalah antara penyedia jasa denzan pibak pengguna jasa, dimana perjanjian yang
limbul antara mereka tersebut kadang kala tidak dileksanskan sebagaimana
mestinya, baik olel pihak pemberi jasa maopun oleh pibak menerima Jasa. alau
.iuga oleh kedus belah pihak vang membuat pedanjian tersebul, yang di kenal
dengan istilah wanprestasi,

Wanprestasi lersebut seringkali menimbulkan kerugian bagi pihak
lainnya, sebingga pihak vang merasa dirugikan akan membawa kepada masalah
hukum dengan mengajukan gugatan atas Lerugian yang ditimbulkan olch pihak
lainya, Dengan demikian perjanjian pelaksanoan jasa wisata ternyata dalam
beherapa hal juga berpatensi menimbulkan masalah hukum.

Hal scperti ini lah vang sclanjuinya membuat penulis tertark wntuk
menelit] dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmizh yang berbentuk Skrips
denpan Judul “PERJANJIAN JASA WISATA PADA PT. IKARSA PESONA
NUSANTARA PADANG™.

i Padang, pentingnya biro jasa perjalanan wisata tercermin dars semakin
hanyaknya dan meningkatnya kebutuhan akan jasa perjalanan wizata dan hal ini
nuza diafami oleh perusabaan josa perjalanan wisata yang dikelola aleh 1. Ikarsa

Pesonsn Musantara Padang.
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PENUTUR

Berdasarkan urafan dan hasil penelitian  penulis sehagaimana  yang

telah dipaparkan pada uraian-uraian terdabuly, maka seba gian penurup dari skripsi

i maka dapat diberikan heberapa kesimpulan dan Juga suran-saran.

A. Kesimpulan

Peganjian Perjalanan Wisats yang dilakukan oleh PT. lkarsa Pesons
Musantara Padanp dengan pihak pengpuna jasa selama ini dituangkan
dalam bentuk perjanjian tertulis, vang prosedur dan tatacaranva diawali
adanya pengwaran yang dilakukan oleh Pihak 1. karss (Pihak kedua)
untuk menjadi rekanan dalam pelaksanaan perjalanan wisata, kemudian
diikuti dengan pembuatan perjaniian di atars kedua belah pihak, yaitu
PT. lkarsa selaku Penyedia Jasa dan pihak lainnya sebagai pengguna jasa,
In dalam peganjian tersebut dimuat sejumiah klaysula vang berisikan
sejumlah hak dan kewajiban kedua belah pihak,

Di calam pelaksazn hak dan kewajiban rang terinang dalam kontark atau
peganjian  tertulis  kedua  belah  pihak masing-masingnya  lelah
melaksanakan konirak teesebut sebapaimana mestinya. Pada prinsipnya PT.
lkarsa selaku pihak penyedia jasa berkewajiban melaksanakan pealanan
wisata untuk kepentingan pihak kedua selaky pengEuna jasa denpan segala
sarana dan fasilitas yang telsh  disepakad. Begitupun dengan pihak
pengguna jasa berkewajiban membayar bisya dan ongkos perjalanan wisatz

kepada pihak PT. Ikarsa sesuai dengan wakoy vang elah diperjanjikan dan

ALH



sampai saat ini dak ditemui permasalahan dan kendala dalam pelakanaan
perjanjian perjalanan wisata tersehut dan sepala semaunya dapat berjalan

dengan baik dan lancer.

B. Saran

Gebuiknya pembuatan  perjanjian perjalanan wisata o bisa lebih
disempurnakan, baik  substansinya waupun bentuk atay formatnya.
schingga  dapat  meminimalisir  dan  memproteksi timbulnya  mult
interprestast dalam pelaksanaannya.

Ditambabkannya klausola-klaosula yang lebib dewil dan jelas terutama
vang berhubungan dengan resiko dan wanprestasi, schingga kalirmal-
kalimat hukumnya lebih jelas dan tepas yang diikat dengan sanksi dan
denda-denda terlentu jika salab satu pihak temyata dalam prakickaya

menpingkari pelaksanaan isi perjanjian.
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